
 
 
 

 
 

BUPATI BANGKA SELATAN 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 16 TAHUN  2020 

TENTANG 

 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN  

BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam  Pasal 7 Ayat 

(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 

tentang tata cara penyaluran dana Alokasi Umum Tambahan 

Tahun Anggaran 2020 untuk kelurahan di Kabupaten Bangka 

Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan 

tentang Penetapan Dana Alokasi umum Bantuan Pendanaan 

Kelurahan Di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 

2020; 

  

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049),  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5224), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 



12. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 331) ; 

13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 

tata cara Penyaluran Dana Alokasi umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka selatan Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka 

Selatan Tahun 2019 Nomor 7). 

16.Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2019 Nomor 54). 

17.Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat yang Pendanaanya Bersumber dari Dana Alokasi 

Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Tahun 2020 Nomor 11). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI 

UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI 

KABUPATEN BANGKA SELATAN  TAHUN ANGGARAN 2020. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Pendataan dan Penetapan. 

7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh Camat. 

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh 1 (satu) atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau 

sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana atau kombinasi untuk menghasilkan 

keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

11. Dana alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat 

DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi 

Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana Keluaran dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan. 

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang 

selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah 

yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai 

Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan.  

 

 

 



13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselurahan 

kegiatan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak 

dalam kapasitas sebagai bendahara Umum Daerah. 

15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tungasnya. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkanuang untuk keperluan Belanja 

Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluarahan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah 

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat 

kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi 

masyarakat dan memutuskan prioritas  untuk 

pembangunan jangka pendek. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, 

dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan 

dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

oleh PA/KPA 

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

 

 



23. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran 

untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 

perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 

jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

24. Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang 

Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 

dokumen yang diajukan oelh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 

tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan 

uang persediaan. 

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

perintah pencairan dana atas beban pengeluaran 

dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah 2dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana atas beban APBD  

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah 

yang ditentukan oelh Kepala daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada Bank yang ditetpkan. 

 

 

BAB II 

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian 

Pasal 2 

 

(1) Setiap kelurahan mendapatkan Alokasi DAU Tambahan  

Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 

yang dibagikan secara merata. 

 



(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi 

komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada 

Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk 

mendanai kegiatan Pembanggunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Rincian Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati  ini. 

Bagian Kedua 

Penyaluran 

Pasal 4 

(1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD Kabupaten Bangka Selatan. 

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat 

dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran 

kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan. 

(3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan : 

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat 

bulan Juni 2020; dan 

b. tahap II   paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

bulan September 2020. 

(4) Penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan 

sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan masing-

masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

yang dianggarkan dalam APBD. 

 

 

 

 

 



Pasal 5 

 

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

kelurahan sebagaiman dimaksud pasal 4 ayat (1) 

dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen 

persyaratan penyaluran dari Daerah Kabupaten/Kota 

dengan ketentuan; 

a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 

2020 yang memuat penggaeran DAU Tambahan 

bantuan pendanaan Kelurahan atau peraturan 

bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat 

penganggaran DAU Tambahn Bantuan Pendanaaan 

Kelurahan; 

2. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan 

bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan 

anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 

2020 atau peraturan bupati mengenai  perubahan 

penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 

3. Peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan 

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

setiap Kelurahan; 

4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam 

peraturan daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 

2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai 

perubahan penjabaran APBD Tahun Anggarn 2020; 

dan 

5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan 

Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran 

Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan 

Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan  

b. tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan anggaran 

Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan 

Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di 

RKUD. 

 

 

 

 



 

Pasal 6 

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

Pasal 5 diterima Menteri Keuangan c.q Direktorat jenderal 

Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan : 

a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020 

b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memenuhi 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak 

disalurkan. 

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyampaikan 

laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun 

Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan 

Maret 2021. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggarn 2020 terdapat sisa 

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada 

APBD Tahun Anggaran 2021dengan ketentuan : 

a. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum 

tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai 

kegiatan yang sama pada kelurahan yang bersangkutan 

dan  

b. Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

atas kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali 

untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan 

lainnya pada kelurahan tertentu sesui prioritas. 

(2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 

tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya 

menjadi belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a menjadi beban APBD Kabupaten. 

 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Pengunaan 

Pasal 8 

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan 

untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Pengunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang 

Pendanaanya Bersumber dari Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal 

diundangkan. 

Agar setaip orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.  

. 

   

                                                                          Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal  6  April 2020 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 

         JUSTIAR NOER 

 
Diundangkan di Toboali 

pada tanggal  6  April 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

 

           ACHMAD ANSYORI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 16 

 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  

NOMOR 16 TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI  

UMUM TAMBAHAN BANTUAN 
PENDANAAN KELURAHAN DI 

KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DAFTAR DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BATUAN PENDANAAN KELURAHAN 
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NO NAMA KECAMATAN NAMA 
KELURAHAN  

BESARAN DAU 
TAMBAHAN 

 TOBOALI Toboali Rp.366.000.000,- 

  Teladan Rp.366.000.000,- 

  Tanjung Ketapang Rp.366.000.000,- 

 Jumlah  Rp. 1.098.000.000,- 

 
         

         BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

 
 

                   JUSTIAR NOER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


